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PREFACE

The Educational Policy and Planning (EPP) Project is a seven year project conducted
jointly by the Indonesia Ministry of Education (MOEC) and the United States Agency
for International Development (USAID). The overall project objective is to improve the
quality of education in Indonesia by assisting the MOEC, through the Office of
Educational and Cultural Research and Development (Balitbang Dikbud}), to formulate
better policies and long-term plans. The project aims to improve policy formulation and
long-term planning by improving the timeliness, relevance and accuracy of educational
datacollection, the subsequent analyses cf such data, and theirultimate use forpolicyand
decisionmaking.

There are three major components of the EPP Project: (1) development of an
integrated management informations system (MIS) within the MOEC, (2) enharicement
of MOEC policy research and analysis capacity, and (3) support for MOEC institutional
development at the national and provincial level through training and technical assis-
tance. EPP technical advisory staff work closely with counterpart Indonesian staff as part
of a collaborative process of developing institutional capacity.

Dr. Boediono
Head, Cente: for Informatics
Office of Educational and Cultural Research and Development
Department of Education and Culture
Republic of Indonesia

The EPP Project in collaboration with the USAID Improving ihe Efficiency of
Educational Systems (IEES) Project, publishes EPP documents in order to disseminate
this knowledge and extend its usefulness. EPP has carried out a series of policy studies
designed to provide answers to key questions facing Indonesian educators. These
include:

The Quality of Basic Education

The Quality and Efficiency of Vocational/Technical Education
The Strengthening of Local Education Capacity

Developing Indicators of Educational Efficiency

Teacher Education Issues

Curriculum Reform and Textbook Production

Education, Economic, and Social Development

This series has been planned under the direction of Moegiadi, Balitbang Dikbud, and
Boediono, Center for Informatics, Balitbang Dikbud and Simon Ju, EPP Chief of Farty.

Editors for the series are Abas Gozali, Reta ilendrati Dewi, Center for Informatics,
and Jerry Messec, IEES, Florida State University.,
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KAJIAN/ANALISIS KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN
NI PROPINSI JAWA BARAT. JAWA TIMUR,

DAN SULAWESI SELATAN

1. Latar belakang kegiatan

Laporan Kajian/Analisis Kebijaksanaan Pendidikan (Policy
Analysis) 1ini adalah hasil suatu kajian terhadap kondisi
pendidikan, permasalahannya, kaitan dengan sektor-sektor lain,
kendala dan tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan
rekomendasi kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi.

Kajian ini dilakukan di 3 (tiga) propinsi, vyakni Jawa
Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan oleh Tim yang berbeda-
beda dan dengan metode dan prosedur pengkajian yang sama,
vaitu metode Analisis Kebijaksanaan Pendidikan vang
komprenhensif dan 3istematik, yang diperkenalkan oleh IEES
(Improving the Efficiency of Educational Systems), suatu

konsorsium yang dibiayai oleh USAID.

Konsorsium tersebut terdiri dari beberapa lembaga yaitu
Florida State University, Howard University, Institute for
International Research, dan State University of New York di

Albany.



Kegiatan Analisis Kebijaksanaan ini telah dilakukan di 9
negara vyaitu Ethioria, Nepal, Haiti. Botswana, Liberia,
Somalia, Republik Arab Yaman, dan Nigeria. Di  Indonesia
kegiatan ini dimulai rada tahun 1986 dengan ruang lingkup
nasional dan unit utama yang diserahi sebagai mitra kerjanya

adalah Balitbang Dikbud, Depdikbud.

Tahun 1991/1992 1ini, metode dan prosedur Analisis
Kebijaksanaan Pendidikan dicobakan pada ruang lingkup yang
lebih kecil, yaitu tingkat propinsi, dan meliputi Jabar, Jatim
dan Sulsel. ' Dalam mencobakan metode dan prosedur Analisis
Kebijaksanaan ini dipakai pendekatan “"belajar sambil bekerja/
learning by doing”. Tiga kali Lokakarya Pelatihan teiah
dilakukan yaitu pada bulan Januari 1991, Agustus 1991, dan
Februari 1991 ini adalah lokakarya Pelatihan ke-III dan saat
ini adalah seminar pembahasan hasil kerja tim dari setiap

propinsi.

Diantara setiap Lokakarya Pelatihan tersebut (antara
Januari 1991 - Agustus 1991 dan antara Agustua 1991 - Februari
1892) Tim Analisis dari setiap propinsi melakukan kegiatan
lapangan berupa mengumpulkan data/ informasi, baik dari
dokumentasi maupun wawancara dengan para pejabat, pemuka
masyarékat, dan nara sumber lainnya. Kemudian mengolah dan

menganalisis data tersebut dan menuliskan laporan akhir.

Mengapa analisis kebijaksanaan sektor rendidikan ini

dimulai di tiga propinsi tersebut adalah karena ketiga



propinsi tersebut dinilai paling aktif dalam kegiatan Jaringan
Penelitiannya (JARLIT). JARLIT adalah suatu kerjasama di
bidang renelitian pendidikan antara sesama unit/lembaga
pemakai/pengguna hasil penelitian dengan unit/lembaga vyang
berfungsi melakukan penelitian, baik antar pusat dan daerah
maupun antar sesama lembaga/unit di daerah. Sampai saat ini
telah dibentuk Jarlit di 9 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Selatap, Irian Jaya, Sulawesi Utara, D.I.
Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan
Selatan. Direncanakan Pada tahun 1992/1993 akan dilakukan Juga
kegiatan yang sama untuk beberapa propinsi lainnya di luar

ketiga propinsi yang sekarang 3edang berseminar.

Kegiatan Analisis Kebijaksanaan Pendidikan ini sejak awal
telah menetapkan untuk mengkaji tingkat Pendidikan Dasar saja
(SD dan SLTP). Alasan pemilihan fokus analisis rada
pendidikan dasar (SD dan SLTP) adalah karena dalam Repelita V,
program peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan rerluasan
kesempatan belajar SLTP (Perintisan Wajib Belajar SLTP)
merupakan program yang diprioritaskan. Diharapkan kegiatan
seérupa untuk tingkat Sekolah Menengah dapat dilakukan vleh

masing-masing propinsi secara mandiri.

Tujuan Seeminar

Dari seminar ini diharapkan:
1. Ada diskusi dan pembahasan yang tajam antara para analis

(pengkaji) dan para rengambil keputusan di tingkat daerah



(Ketua Bappeda dan Ka Kanwil) tentang permasalahan
pendidikan di daerah masing-masing, dan bentuk
kebijaksanaan yang perlu diambil untuk mengatasinya dengan

memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.

2. Ada suatu daftar prioritas rekomendasi kebijaksanaan di
bidang rendidikan dari setiap propinsi vang akan
dicvindaklanjuti oleh para pengambil keputusan di masing-
masing propinsi, terutama untuk jangka pendek dan Jjangka

menengah.

3. Tujuan Kegiatan Pengkajian

Pengkajian sektor atau sub-sektor rendidikan adalah suatu
langkah permulaan dalam analisis kebijaksanaan. Seperti
umumnya bentuk-bentuk evaluasi, analisis semacam itu adalah
pemikiran yang terbaik bagi kegiatan-kegiatan yang sedang
berlangsung yang dirancang untuk menyediakan suatu aliran
informasi vang teratur tentang etektivitas struktur
organisasi, peraturan-peraturan, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan alokasi sumber antar dan dalam sub-ssktor.

Tujuan analisis kebijaksanaan tingkat propinsi vang

diselenggarakan ini adalah:

1. Untuk mengenal masalah-masalah yang raling mendesak dalam
peningkatan kualitas sekolah dasar dan perluasan sekolah

menengah tingkat pertama;



2. Sebagai sarana pelatihan bagi para analis kebijaksanaan
pendidikan di tiga propinsi. Peserta dalam analisis
kebijaksanaan ini ditarik dari kantor Bappeda, IKIP,
Universitas, [AIN, dan Kantor Wilayah Depdikbud dan Depag.
Staf Balitbang bertindak sebagai nara sumber bagi anggota

Tim Propinsi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Analisis kebijaksanaan dari sub sektor SD dan SLTP di
Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan adalah
memutakhirkan/meremajakan dan memperluas analisis
kebijaksanan pendidikan tingkat nasional yang dikerjakan tahun
1986. Tim Propinsi mengumpulkan data tentang keadaan subsektor
SP dan SLTP dibandingkan dengan tujuan dan target propinsi dan
nasional. Data tersebut kemudian dipakai untuk mengenal
masalah-masalah efisiensi dan keadilan/pemerataan dalam
hubungannya dengan struktur organisasi dan peraturan-peraturan
vang berlaku sekarang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan alokasi

sumber-sumber.

Ketiga lokakarya pelatihan dipakai untuk menyampaikan
pendekalan dan metode-metode analisis umum yang diperlukan
dalam pengkajian sektor pendidikan. Oleh sebab itu ketiga tim
mengumpulkan jenis-jenis Aata vyang sama dan memakai data

tersebut dalam bentuk-bentulk analisis yang sama.



Seperti dijelaskan terdahulu, setiap propinsi mempunyai
Tim Analisis yang bekerja secara bebas untuk propinsi mereka,
dengan data dari propinsi yang bersangkutan dan nara sumber
daerah itu sendiri. 0Oleh sebab itu, saetiap laporan,
menggambarkan keunikan kondisi setiap propinsi. Di samping
itu, topik-topik/issue-issue yang umum dan rekomendasi vang
disajikan menunjukkan ketiga propinsi memiliki sejumlah

permasalahan yang sama.

Temuan dan Rekomendasi

1) Perubahan struktur kerangka kerja Administrasi dan

Pengendalian

Hasil-hasil analisis propinsi memperkenalkan beberapa
issue yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan
dan struktur administrasi dan pengendalian/pembinaan.
Adanya wewenang dan pengendalian pada beberapa instansi
adalah pusat dari semua pemikiran-pemikiran ini. Misalnya,
manajemen ganda SD oleh Depdikbud dan Depdagri dan
manajemen sekolah-sekolah M.I./M.Ts. oleh Depag dilihat

sebagai sumber permasalahan.

Beberapa permasalahan tergebut jelas merupakan
urusan tingkat nasional karena kebijaksanaan dan struktur
ditentukan oleh pemerintah pusat. Walaupun demikian,

manajemen ganda ditingkat daerah dikenal sebagai masalah
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Juga. Misalnya tindakan-tindakan pejabat daerah yang dapat
(sewaktu-waktu) menugaskan siswa dan guru-guru untuk
kegiatan-kegiatan non-sekolah. Hal ini menimbulkan
hilangnya waktu bagi proses belajar-mengajar. Struktur
manaJjemen ganda dilaporkan Jjuga sebagai memper lemah
kemampuan para administrator lokal untuk mengendalikan atau

mendisiplinkan guru.

Issue wewenang dan manajemen pendidikan ini mengkait
pada efisiensi dan efektivitas dari sekolah-sekolah.
Laporan-laporan hasil analisis menyimpulkan bahwa manajemen
ganda oleh Depdikbud dan Depdagri terhadap SD menimbulkan
ketidakefisienan sebagai hasil dari usaha yvyang tumpang-
tindih. Sumber-sumber daya vang dipakai dalam struktur
administrasi vyang tumpang tindih, dapat - menurut alasan
para analis - lebih bermanfaat dipakai langsung oleh
sekolah. Tambahan pula, tempat pengambilan keputusan yang
ganda dapat menimbulkan ketidaktentuan vang sangat dalam
rada administrator lokal, meningkatkan volume pekerjaan
mereka, dan memperlemah wewenang mereka sendiri. Wewenang
vang bertambah lemah pada administrator lokal akan
mengurangi kemampuan mereka dalam membina dan mengarahkan

sekolah agar lebih efisien dan efektif.

Laporan-laporan tersebut menemukan masalah-masalah
spesific dikaitkan pada kemampuan administrator lokal untuk
mengendalikan dan mengarahkan sekolah-sekolah. Pertama-tama

menurunnya kemampuan menugaskan, memotivasi, atau



mendisiplinkan guru-guru. Efektivitas dari guru-guru adalah
sentral dari keseluruhan efektivitas sekolah. Karena
struktur administrasi dan manajemen yang sedang
berlangsung, administrator lokal hanya mengurangi kemampuan
vyang terbatas untuk mempengaruhi penugasan guru-guru atau
rembinaan kariernya. Hal ini menghilangkan dua dari alat
motivasi vang raling efeltift dari Pengendalian

administrator.

Masalah yang kedua menyangkut pengaruh dari pejabat-~
pejabat lokal lain dalam kegiatan sekolah. Jika pejabat-
pejabat ini dapat dapat menyimpangkan tugas-tugas utama
siswa dan guru-guru, kehilangan waktu belajar dapat secar;

serius menurunkan efektivitas dari sekolah-sekolah.

Efektivitas aekolah-sekolah M.I./M.Ts. Jjuga menjadi
suatu pemikiran/perhatian para pejabat-pejabat pendidikan.
Ada pembuktian di dalam laporan analisis bahwa sekolah-
sekolah M.I./M.Ts. mungkin tidak mempunyail sumber-sumber
vyang memadai atau tidak melaksanalkan pendidikan seperti
standar Depdikbud. Para rejabat pendidikan di daerah
mempunyal kemampuan yang sangat terbataa untuk ikut dalam
peningkatan sekolah-sekolah M.I./M.Ts. karena mereka ada di
bawah Depag. Laporan-laporan tersebut membicarakan
perubahan~-perubahan dalam pengaturan administrasi dan
pengendalian untuk meningkatkan koordinasi antara Depdikbud

dan Depag dalam hal kualitas MI/MTs.
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2)

Pengumpulan secara sigtematik dan penerbitan data

pendapatan dan pengeluaran sekolah.

Ketiga studi tingkat propinsi tersebut mengemukakan
tidak adanya informasi tentang biaya yang valid dan dapat
dipercaya. Tidak adanya informasi tersebut sangat penting
mengingat tugas vuntuk perluasan SLTP secara cepat. Jika
rerluasan tersebut ingin dilakukan tanpa menurunkan
kualitas secara serius atau memperburuk ketidakadilan vang
sedang berlangsung, maka suatu Sistem pembukuan vang
memungkinkan melakukan analisis Secara penuh dan luas
tentang efisiensi dan keadilan/pemerataan perlu
dikembangkan. Ketiga laporan propinsi merekomendasikan
untuk menciptakan sistem pembukuan tersebut dan monitoring

vyang ketat dari sistem tersebut.

Meningkatkan Sistem Pengadaan Guru untuk SD dan SLTP

Studi nasional dan studi ketiga propinsi tersebut
mencatat fakta-fakta bahwa penyebaran guru SD dan SLTP
sangat jelek. Beberapa sekolah mempunyai guru lebih banyak
dari yang diperlukan, sedang yang lainnya kekurangan guru.
Pada tingkat SLTP masalah pengadaan guru lebih rumit dengan
timbulnya kekurangan guru hampir untuk semua bidang studi.
Kekurangan guru bidang studi ini tampaknya menghambat
perluasan SLTP. Laporan ketiga pPropinsi merekomendasikan

untuk memberikan insentif untuk menarik guru-guru ke daerah



4)

5)

vang terpencil atau pada sekolah-seknlah vang tidak

terkenal.

Meningkatkan kesinambungan 5D dan SMP

Dalam setiap laporan analisis propinsi tersebut ada
suatu pemikiran tentang kurangnya kesinambungan antara
pendidikan di SD dengan SMP. Perhatian tersebut meluas di
luar kurikulum karena kurikulum sedang direvisi. Pemikiran
ditujukan pada perbedaan penjadwalan sekolah, perbedaan
standar dari guru-guru (bidang studi umu dan bidang astudi
khusus) dan ketidak-pastian tentang mekanisme promosi dari
SD ke SMP. Rekomendasi dari propinsi beranska ragam, tetapi
pertanyaan umum adalah meminta penjelasan yang lebih
operasional tentang arti penyatuan SD dan SMP dalam

Pendidikan Daszar.

Menjamin bahwa kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan

pasar tenaga kerja lokal

Laporan analisis kebijakan Jawa Barat dan Jawa Timur
menekankan perlunya memperhatikan isi kurikulum lokal.
Mereka berpendapat bahwa walktu vang dialokasikan untuk
kurikulum lokal sebaiknya mempersiapkan siswa untuk pasaran
tenaga kerja lokal. Disarankan agar keputusan tentang apa

muatan Jlokal tersebut haruslah ditetapkan di tingkat

10



6)

7)

sekolah bersama-sama dengan orangtua dan remimpin

masyarakat.

Memperbaiki sistem pengadaan textbook

Di Sulawesi Selatan, kenyataan 1 textbonk digunakan
untuk tiap 19 atau 20 siswa, sedangkan rasio buku pegangan
terhadap guru adalah 1 dibanding 9 pada tingkat sekolah
dasar, dan 1 dibanding 12 pada tingkat sekolah menengah.
Ditambah lagi textsbook vang didistribusikan sering datang

terlambat. Dengan menunjukkan pentingnya pengadaan textbook
dan buku pegangan guru terhadap kemampuan muris/siswa

(student pertormance), ada kebutuhan mendesak dalam
menciptakan mekanisme untuk mengontrol dan memonitor

pendistribusian textbook.

Mewmperluas pelaksanaan CBSA

Evaluasi mengenai CBSA telah menunjukkan kesuksesan
CBsA dalam memperbaiki kemampuan guru maupun murid.
Sulawesi Selatan dan Jawa Timur merekomendasikan bahwa
lebih banyak lagi guru yang harus ditraining/dilatih dalam
metode CBSA, dan juga perluasan Program harus .dilaksanakan
untuk mengimbangi suply guru yang telah dilatih dan

fasilitas yang memadai.

11



8) Memperbaiki angka partisipasi murid

Selain rasio enrolment vang tinggi, ketiga propinsi
menunjukkan/memberikan perhatian khusus pada partisipesi
murid vyang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil.
Disarankan adanya penelitian untuk menentukan penyebab-
penyebab berkurangnya jumlah enrolmen di beberapa daerah
baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah.
Dalam waktu yang Dbersamaan, disarankan pula adanya
pemetaan sekolah yang terpencil untuk menyediakan informasai
vang dibutuhkan dalam rangka merencanakan sekolah baru,
memperluas fasilitas atau menyelenggarakan program sekolah

menengah terbuka.

12



REKOMENDASI

Rekomendasi 1: Feninalkatan jumlah tamatan SO vandg melaniuthkan
belaiar ke SMTF atau ke SKB dan tamatan SHTF

yana melaniwtkan ke SHTA.

a. Masalah:

1) Tamatan SD yang tidak melaniuthkan belaiar ke SMTE masih
cubkup banyalk 4%9.8%1 (33,72%) . (Tabel 1)
Tempat yang belum terisi di kelas satu SHTF masih é6.179
Tetapi ika seemua tanatan melaniutlan ke SLTF,  maka
masrh perlu disedialan ruang kalas barw sebanyak 3.093
ataw 3864 gedung scokalal bharu.

2) Tamatan SHTF varng tidak melaniutlkan ke SMTH masih cubup
barnyal, yaituw 20681 (30,855 . (Tabel 1)
Tempat yang belum  terisi di kelas  satu SNMTA masih
sebanyalk 2.670. Testapi bdika semua tamatan melaniwthkan
e SMTA. mala masih perlu disediakan ruang kelas bhairu

seebanyal 970 atau 192 gedang sekolal haruw. (Tabel 1)

vv. Pemecahan:

L) Merancang suatu program  kegiatan  penyuluban haqgi
orangtua  oleh Tim Gabungan (FKK, DIKMAS, EKKEN dan
instansi  terkait lainnva yanog  dikoordinasikan oleh

Kanwil Depdilkbud mengenai waiib belaiar 9 (sembilan)

13
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talhun,  agar orangtua memberi kesemnpatan dan menc arorg
anaknya untulk laniut belaiar ke SMTF/SMTG atau ke SKR.

2) IKIF WUFG  dapat mamilkirkan vaitu menvediakan preogram
khusus Y ard meimberr i ban Pel aoan an kepada
oranjgtua/masyarakat tentang pembinadan anak.

3) Gerakan penyuluhan masal tentang wadiib belaiar melalui
masinedia.

4) Diadakan penelitian pelacakan Lulwsan yarg btidals Laniut

belaiar.

Rekomendasi 2: Feningkatan malaksanaan ERTANAS

a.

Masalah:

Banyal. sekolah (8D dan SMP) yarg pada tiaa tahun  terakhir

e

ind NEPM nya tidak mencerminkan perolehan yang PITAIY &

Folah di pinggiran  keota, sekolah

Limumnya  dari sekolah-s
swasta dan di  pedesaan, sehingga MEM  sulit diiadilan

sebagai tolok ukuwr kualitas vang abwebtif. (Gambsor 1)

FPemecahan:

Bupaya pemerilksaan hasil wiian diawasi gsecara keltat oleh

wnit Kanwil Depdikbud wntuk S,

Rekomendasi 3: Fenqgunaan Jam Beladiar Efelotif

14



a-

b.

Masalah:

Jam  belajar  efektif di  sekolah-sekolah (tarutamea di
pedesaan) ssi dengan dadwal tak terisi sepenubnya.  Sehalk
kurang kedisiplinan guwiru dan adarnya Meqiatan nore kEwed laler
yang menggangaw kegiatan  belaiar teriadwal  mwrid di
gselolah.,

Hal tersebut mengoanagu pencapaian target  wedladum dan

daya serap siswa.

Pemecahan:

L) Ferlu adanya Surat Edaran Guberrnwe vang e laorang  muarid
dan guru  melaksanakan @giatan  non lwrikuler  vang
diinstiruks lan oleh  panguasa setempat  selama iam
beladar.

@) Ferlu ada studi khuswus mengenai Penagaunaan dam beladiar

efektif di sekolah dengan sampel Y mamadad .

Rekomendasi 4: Feningkatan Pranyedidaan den perhbailban

pendistiribusian  buku  paket siswa  dan buku

pedoman qurw di 83D dan S,

15



aa.

Masalah:

1)

2)

Fenyediaan bulkuw paket beliiar siswa di G0 dean ofi S

demikian pula bubw pedoman gurl masih ELranig . meEnuewt

denis maupun dumlahnya. Rasio murid bukw Palket pada SD

= 2021 SMF = 193l. Rasio guru dengan buku pegangan guru
-

di 8D + 911 dan SMF + 12 2 1 (lihat tabel 2 dan 4).

Fendistribusian bukuw-bukw tersebut sering tidalk lancar.

Pemecahan:

1)

“5
Lo

Femerintah supaya menincgkatkan dumlal axasamplar bulu
paket sesual dengan yang dibutuhkan.
Hambatan-—-hambatan vang  selama  anid e diacdid checd zin

pendistribusian  buku dari propinsi sampai  di sekolah

perlu diat.

Rekomendasi 5: Faninakatan pelaksanaan  CESA  di 0 8D SEalla

daengan kondisi eekolah dan linglkuangan.

Masalah:

1)

R
St

Femahaman guru dan Kepala SU sebagai Fonsepn CRSS  masih

kurang.
Felaksanaan CRSA  pada S belum  merata pada semua

sekolah ssi dengan kondisi sekalah dan Lingkungan.

16



b. Pemecahan:

L)

Fenataran CRSED  yaitu guew dan Kepala Sekolah  supaya
diperluas dan ditinglatian pacia sekolah-selolah
lainnya.

Feranan FKG dan MGRS/MGHMF ditinagbkatlan.

Fenelitian tentang bhambatan CRSS.

Rekomendasi 6: Faningkatan pelaksanaan Muatan Lokal Kuribwulum

~

(ML) pada tingkat SD.

a. Masalah:

1)

<)

Bampaid  saat  ind MLK baew dilaksanakan  terbatas pacda
mata pelaiaran yang hbersifat menelitilk seperti  Bahaga
Daerah dan Keterampalarn, [hupuarn masith ada sebolah Varig
tidalk melaksanakan.

belwn terlalbsana.

Adapun MLK yang bersifat
Femahaman gurw dan Kepala Sekolah terhadap konsep  MLK

healuwm ocwkunp martapn dean masih beransbka LU

b. Pemecahan:

L) FPerlu dibuat provel rintisan terbatas dengan  memilih

seiumlah 8D yang baik yang berlobkasi di Kabupaten yang
memi liki komodite potensial dan marketables yvany  dapat

dijadikan mudah dari Lbiungpandang.
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2) Porlu secepatnya  dibenbtul Tim bhersamasgabungan yang

terdiri  dari  unswr Kanwil Dikbud, Fenda, ITKIF Yang
bertugas memkirkarn, menggerackan dan  mengloodinastkan
kegiatan vrintisan MLK.

Diadakan penelitian avaluas: dan studi kaelavalkan dengan

sampel yang cukup Luas tentang pelaksanaan LK.

Rekomendasi 7: Felaksanaan Femerataan aguru SD dan guiru hiclang

a.

studi SMF.

Masalah:

1) Guru-guru kelas pada

50 a1 daeral  pedesadn masith
kurang ., dimana BEOP A e bz ] s masih
mengajiar/nelayant lebih deaorn satu ataw dua kelas. 1Hurw
baruw enggan ditempatlkan oi dasrah terpencil.

Guru  bidang studi padea SMF NMegeris belumn merata  Sesuai
dengan kebutuharn, sehingoa banyak guru YA mEnc & arkan
mata  peladaran yvana bukan bidang studinya o tampalkdoan

belarar

di daerah terpencil dengan  akibat  pros
mengadiar yang berkualitas sulit diharaphkan terlalaana.

Tabel 4).
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b. Pemecahan
1Y Femerintah  Daerah., Kandep Dilkbud dan Dinas P dan  ©
perlu sedera  mengatur penyebaran quru-gura 5D vang

bertumpuk  pada sekolabh-sekolah di Kota Kabupaten stau

~

Kotamadya ke sekolab~sekolah di Kecamatan/Desa arg
mas Ll ekuranqan gura.,
2) Famda dan Dinas F dan K tingkat Fropinsi
A) Mengusulban kepada Femerintabh agar hagi Lamatan  SPG
yang  bersedia ditempatkan di dasrah pedesaan  dapat
dianglat meniadi quimd.,
DY Memperworitaskan alumny DRFGSD yang  menandatangani
kontraks tugas di dasral terpancal yaltu segers chléayizat
pada kaesempatan pertama.
3) Kanwal  Depdilbuc Linakat Fropinsi  sesogera mergac alian

2loorieh BN dd

Pemerataan  gurw bidang studi S ke

Bl awes ), s Lactan e gelolab-sekalah WA
Berlel el han bepada sekolab-sekalah YarQ massl h
e iLctahlarn
A Konmsebwsns) davi mutasi oy LR A adeary chn e sk dan
iadah P lunys  disediakan  dana  wntuk pelalkgaraan
Pemerataan dan penyebaran CHUrLe=aueee beedarg s tud {3l
o

darn gurue-guare S,

) Pendataan vang seleamed.
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Rekomendasi 8: Feninakatan sara dan prasarana serta fasilitas

=

pandidikan di SMFE.

Masalah:

l.aboratorium

1)

[0A)
&y

4)

I aboratorium tidak.kurana bherfungellarana keterabatasan
sarana alat, dan fasilitas.

Tenaga pengelola LahsLabaran taclad. ada, dalam
pelaksanaan sering dirangkap oleh guwra  bidang studi
yang relevan (bioloagr dan lain sebagainya).

Ada  droping alat laboratorium  sudaeh  didistribusikan
dari pusat tetapli ruang  lapboratoriwn beluwm Aday,
sehingga siswa berpraktek di ruang belajiar.

Sebagaian besar alat/baban kimia vang didrop dari Pusat
seiabk Repelita IIL, IV tidak dapat dipergunakan oleh
Gurle  dan hanya tersimpan b taburetalhun o Lemari
karena komponennya tidek Lanalkap.

Sebagian  besar  ruang laboraztorium SME vang chi bangun
melalui Froyek FELITAS berangsur mulai rusak.
Fengelolaan  laboratoriwn bidoahadde 1 tensaf karena
ditangant oleh tenaga yang tidak dipersiapkan untulk

itu.

Ruang Ferpustakaan

1) Sebagian hagar  SMF Megeri  belum memi ] gk tuang

perpustakaan yann lavalk.
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&) Buku-hukd  di perpustakaan sekolalh masih sangat  ninim
kebarnyakan berupa bulaa-bulu pelaiaran (non Ffiksi)  bukuw
¥ ari} telah bua Gridas b filsi dan Surath
kabarsmaialab-maialah yarq menyardglaat pendidikan kwirang
galali.

3) Fustalawan vania mengelola  perpustakaan kebanyvakan

diambil dari guru bidang studi.

Bebaglan besar atauw 80% dari 4949 SpE Megeri tideak memililki

ruang RBF o wang memadali .

Ruang  Osis  pada  sebagaian  beesar cobolakb tidalk ada.
Fadahal berdasarkan  struktur  organisasi Csas FUang

tarsebut Parus acda.

Pemecahan:

13 Karbor Wi lavalh Depoli bkl di haorapkan  s@gera merencanakan
dan  menausalialan pPenogacdann  Sar arda alat, Ffasilitas dan
Brahare Labaoratoriwm Lainmya wn bl Spe Magwers yang ads i
Bulsel ke Departemen M dan K di Jdakarta

2) Kanw:il Depdilkbud  bekeria sana dengan B3 SUPAaYa
mangusahalan pembenahan lLaboratorium IFe, Fang

parpustakaan. ruang 88, ruang Osie Yandg beluam ada ataw

belum lengkap di sekalah-sekolah
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Rekomendasi 9: Fembenahan informasi dan dokumentasi

a. Masalah:

Fengisian format peniaringan data helum dilakukan
sepenuhbnya (misalnyas premi Labhan denis kel amin
penyelesaian target kuvikualun dan sebagainya).  Fernqolahan
data meniadi informasi yang siap pakai untuk  pengambilan
Eeputusan  dan  pengkadiian belwn dilakukan  sepenuhnya  di
bagian perencanaan Kanwil (kwrang rinci, kwrang  lenghkap,.

sering lambat).

b. Pemecahan:

1) Fengisian format—format peniaring data supave dilakukan

secara cermat dan lengkap.

2) Fembirnaan staf VETA Eae . an FaEranaanaan el
dilaksanakan  secara berkesinanbungan  SeSUALL cdengean

kel tubian .
Rekomendasi 10: Faninakatan ke lancaran Fomuni kasi dari

tingkat Fropinsi ke Kecamatan/sekolah dan

aaebalilknya.
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Masalah:

b ¥ )

R ERE lzeanuarn i b

charm wtamnag

Bgnyelaran

dengan Lancar.

o FUSRY amac ar L T a g
Fropins i Kebugpaten .
bl b scdedy

- Fenyebaran

Menpan rmo. 26 dan Lair—%arlin.

s RSN Y@ A 1R LV Eass L

Pemecahan

S ara

~

Lerlraed L anya

1) Diupayak.an

Kabupaten dan Keoamatan yano

separti k.,
Fres ka0 e

2) Maskab-naskab

odmenrrtao

disebarikan dan

(separ-t S Mernpan e,

seEterisn W)

3) Ferlu  pelatsban BEN

pendidilan ol Lapanoan  demi

iantormasi  perch o laat .

Di samping Ltw 2uaé mer i bor L

serta tuniangan bhiava.
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Rekomendasi 11: Feninakatan pengetaliuwan dan keterampllan para
penqgelola Kantor Dinas M dan K Dati I/Dati
IT dalam bidana administrasi dan  Management

pendidikan.

a. Masalah
Fengetahuan dan keterampilan (keprofesionalan) para
pengelola Kantor Dinas F dan K Dati I/Dati II dalam bidang

administrasi dan management pendidikan masih Furang

memadai.

b. Pemecahan:

1) Feninakatan pengetahuan dan keterampilan para hengelola

Kantor Dinas F  dan K dalam bidang Administrassi
manaqgement pendldikan mekalu penataran, yandg

diselenggarakan oleh Happeda Tingkat I.

Ferlu seminar/temu pendapat secara herkala tentang

r

pelaksanaan administrasi oganda oleh Tim aaburngan
Bappeda Tingkat [, Kanwil Depdikbud, Dinas F dan K dan
Ferguruan Tinggi.

3) Fenaangkatan para pengelola Kantor Dinas B dan K Dati
I/7I1 diseyogyakan dari mereka yang berlatar belakang

Administrasi Fendidilkan.

24



Rekomendasi 12: Feninalkatan alokasi dana pendidilan 8D olan
HIF .

a. Masalah:

Dana yang dialokasibkan/disubsidilan oleh Famerintah Dasirah
Fepada Sekolah Dasar (8D) berdasarkan komponan denis wntuk

jdJentg kedgiaten  vano  terdiei  dardi 10 TEnLs komporen

kegilatan., ey i G Qe s S P [ ocTn I T YAl

disubsidilan, Ltupun dananva Lerlalig kol (nisalnya blava
slawa perbulan: Rp 1OO =1, sedanglkan 4 Bomponen  lainnya

.

tidak teralokasi. (Tahel 5.

b. Femecahan:

B carm

1) Kepada Femda Tingkat I darn L. BAFEDS, dar Dirnas

K Tingkat PFropinsi dan Kabupaten dapat  menvusun  dan

RGN 17 OO & G g kel Lerr tamag va sl caleave

anggaransesual  dengan kebuwtuharn pendicdibkan o Sl ) ady
Dasar (80 .

@) Kanwi o Deodi kg charigan wnat keria yang tarkant,  dapat
METTYWSEWN et menparogrambkan anggaran rutin melalui LHEOR -
Nya debih  obveltit  dengan herdasar pada dats dan
drnformass  deri sekolal Marg  Lenclap wrr bk VLA T 81 G)
PEEN Carnaar anigerars pernddd i kan .

3) Dana  OFF dan BER yang ada di sekolah  perlu ditelditi
RN QO @S Y A SR CAN R g bt Cr )it PYau e e o Sos s
Pencidikan wntuwk meldhat oean mared ity penantaatan darna-
dena tergebut.
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4)

3)

B
—

Fengurrus R3S yvang  diberntul harus artauaryy a Masd by
bersekolah oi sekolah ituw.

Dana E&F3I  vanqg disimpan di Ranlk harus  diketabur  oleh
Kepala Selkolalh dan Fengawas  yang mangawasi  sekolah
tersebut, karena sebaglran besar dane 1t adalaly  caei
murid/orangtua  yang pembayvarannya bersana warng  S5FF
murid, sedangkan kegiatan BF3 sobharusnya nencarl stunbey
dana lain. bukan hanya dari siswa yang hakelatnya dari
orantua Jjugaa

Dana Osis dan dana Framubka yang  merupakan ke iatan
siswa  harus  diketabul dan daman faatlhan  secara Jelas
dalam program keria Osis demdldan pula dari Framuba .

Fengawasan atas deand-dana inid perlu ditertiblkan.
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TABEL 1

TAMATAN SD DAN SM

TP NEGERI DAN SWASTA

YANG LANJUT BTLAJAR (1989/90)
DI PROPINSI SULANESI SELATAN

5§8.370

mb

SMTP
L :84.051
DT: 95.880

TT: 6,179

; JIKA LA
89.701 ! 43.672

(64.30%) | —7g

49.851

(35,70%)
TIDAK LANJUT
SD
L : 139.552

L : Lulusan

Ul :; Daya Tampung

RKB : Ruang Kelas Baru

GSB : Gedung Sekolah Baru

TT : Tidak Terisi

27

(69.50%) / 2.301

SMTA

L ;: --
DT: 61.040
TT: 2.670

JIKA LANJUT HARUS TERSEDIA

~ 575 RKB

40 atau
= 132 GSB

25.681
(30,50%)
TIDAK LANJUT

NJUT HARUS TERSEDIA:

= 1,092 RKB
atau
= 364 GSB



TABEL 2

AND EQJK

STUDENTS

{(Frimary and Junior Socondary Do

RATIO

[

nool)

Primary
School

Cource

-
a
by
=
P

%)

Poassuming a

Lhere

YEAR

.
1R23/1924

¢ AN i Yard
192Q45/ 1593275

1783871929

TR0 LR

FIVE A

hool:

re 10

Ui

[ I,

andd

45

of

endurance L

28

1

i

L3341, 098
4.3C

ve AT jooly Rnd

LAY ot e o LT

i omeva
475,374
ST AL
AR O]

15392.9322

X OZHILEL0

=
o 0
a8 an

n
X
©

Dl »
PR »
] .
-t H

(SN M

{(19:1;



TABEL 3

THE RATIO OF TEACHER'S GUIDE RBOOK AND TEACHERS
Frimary and Junior Secondary Scheool)

Svuth Sulawesi

__———-_—_—__—__._..____._...__._.__...-..._.._...—._........-._.—._——_——-——.————.——-—-———._—_.—._—_........

YEAR 200k TEACHER RATIO

1985/1504 2r.974 47 .378 1L.75
Frimary 19B&/ 1937 23.4602 31.786 1.64
Schoel 1988/129 4.3284 893.649 a.009

1990/1991 - ——

Total 3.409

Average (Mean) 0.113 %)

Fatico 2.5 : 1

1935/1984%4 1.843 14.103 0.34
Junior 198471927 27.539 153.207 1.81
Second. 1728/1929 D.075 16.78& 0.Z0
School 1990/1%991 - -

Total 2.43

Avarage (Maan) 0.082 %)

Ratio 12.20 5 &

————.—.—.—_—_.—_._._.—._..._...._.._..-._._._...._.___...-__._—.-._.—.._.._.—_._.—__._—..«—_._-__.—-—.-.-_—_._.—_—-_

Table pages 23-29 and 49

hNote @ assuming a book endurance is = vears
®) thers are 10 kinds of guide‘s book
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TABEL: 4

PEMERATAAN GURU

SD DANM SMP

1990/1991

oL

SMP

Kekurangan:

Kepsek
Guru Kelas
Guru Agama
Guru Orkes
Bujang 3Sek
Penilik

) e

252
Bee
3is

177
.804
- 73

Kekﬁrangan/ﬁelebihan:

K. Semu (-) 4.803
Lebih (+) 2.598

K. vriil (-) 2.201

Gr. BP
Bhs. Daerah
PSPB

Seni Musik
senil Lukis
Seni Suara

777
500
406
346
340
264

Keterampilan kerja 238
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PROPINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN TAKALAR

KECAMATAN : POLONG BANGKENG UTARA
SEKOLAH S.D. INPRES KALAMPA

TABEL 5 (contoh)

ALOKASI/SUBSIDI DANA S.D. INPRES KALAMPA
1990/1991 (PER TRIWULAN)

NOMOR JENIS KEGIATAN ALOKASI DANA KETERANGAN
KOMP.
PER
TRIWULAN | PER BULAN
I PELAKSANAAN
PENDIDIKAN RP 22.150,- RP 7.383,-
II TATA USAHA RP 15.000 RP 5.000,-
III PEMELIHARAAN
SEKOLAH RP X RP X
IV KESEJAHTERAAN: - 10 ORANG
- PEGAWAI/GUKU RP 75.000 RP 7500,- GURU
- BUJANG SEKOLAH RP 7.500 RP 2.500 - 1 ORANG
Vv PORSENIL.........cceuvurenn.n. RP X RP X
VI PENGADAAN BUKU
LAPORAN RP X RP X
PENDIDIKAN
VII PENYELENGGARAAN
EBTA DAN RP X RP X
PENGADAAN STTB ‘
VIII SUPERVISI PENILIK RP X RP X
IX PENGELOLAAN DAN
LAPORAN ............... RP 1.250,- RP 417,-
X PEDATAAN.................. RP X RP X
JUMLAH RP 120.900 RP 22.800.-

| X =TIDAK ADA BIAYA |
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GAMEAR 4

THE PROVINCIAL AVERAGE SCQORE OF NEM
FOR JUNIOR SECGCNDARY &
Avg Score IN SOUTH SULAWESI, 1686/87
7

R
|
D 0
50

// /
/’/
/___./’.\7"\\ 7 /1
5 - sl Cm e e . Pl . o
x/ = \%/
‘/
é/ e
4 e e ..7/ . -

3 '-T.‘ l . S
86/87 87/88 88/89 83/60 Q0/51
Yoar
Legend:

— Mor —— Ind —— Eng
—=— Math —=— Mat —*=— Soc

Sowureo: Raglonal Offine ol MOEC,
Bouth Bulawaesl Frovinogo.
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